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P U T U S A N 

      Nomor 120/B/2025/PT.TUN.JKT. 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA 

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding 

dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem 

Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam 

perkara antara: 

ISMAIL, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Katitting 

RT.003/RW.000, Desa Tandung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten 

Paloweli Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Pekerjaan Pelaut; 

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 

1. Emil Ma’ruf, S.H. 

2. A. Helena Stela R, S.H. 

3. Jamal Abdul Nasir, S.H. 

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan 

Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “EMIL & REKAN”, beralamat 

di Taman Pondok Jati Blok DE Nomor 02, Ds.Geluran, Kecamatan 

Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, domisili elektronik: 

limeruf@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 

Oktober 2024; 

disebut sebagai Pembanding /semula Penggugat; 

L A W A N: 

MENTERI    PERHUBUNGAN    REPUBLIK    INDONESIA, 

Tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta; 

dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 

1. F. Budi Prayitno, S.H., M.S.T.A., Jabatan Kepala Biro Hukum, 

Sekretariat Jenderal; 

2. Baitul Ihwan, S.H., DESS., CGCAE, Jabatan Ketua Mahkamah 

Pelayaran, Sekretariat Jenderal; 

3. Yustinus Danang R., S.H., M.Sc., Jabatan Kepala Bagian 
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Perjanjian, Advokasi dan Sosialisasi Hukum, Biro Hukum, 

Sekretariat Jenderal; 

4. R. Totok Mukarto, S.H., C.N., M.Si., Jabatan Sekretaris 

Mahkamah Pelayaran, Sekretariat Jenderal; 

5. Taufan Isharmawan, S.H., M.M.Tr., Jabatan Kasubbag 

Administrasi Perkara dan Persidangan, Mahkamah Pelayaran, 

Sekretariat Jenderal; 

6. Agustinus Firlianto, S.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Biro 

Hukum, Sekretariat Jenderal; 

7. Ludy Saputra, S.H., M.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Pertama, 

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal; 

8. Niko Arief Setyawan, S.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Biro 

Hukum, Sekretariat Jenderal; 

9. Reynaldi Sulthan A., S.H. Jabatan Perancang Peraturan 

Perundang-undangan Ahli Pertama, Biro Hukum, Sekretariat 

Jenderal; 

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil 

Negara (ASN) pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 

beralamat kantor di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta 

Pusat, Provionsi DKI Jakarta 10110, domisili elektronik: 

advokasi.rokum@gmail.com,  berdasarkan  Surat  Kuasa  Nomor: 

SU-MHB 36 Tahun 2024, tanggal 22 November 2024,  

disebut sebagai Terbanding/ semula Tergugat; 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut; 

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari putusan ini; 

DUDUK PERKARA 

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk 

perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

Jakarta secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Nomor 

378/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 15 April 2025 yang amarnya berbunyi 

sebagai berikut: 
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M E N G A D I L I : 

1. Menyatakan gugatan  Penggugat tidak diterima; 

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp.361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu Rupiah); 

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 

378/G/2024/PTUN.JKT, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka 

untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) 

dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus di publikasikan untuk 

umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 April 2025 

dengan dihadiri secara elektronik oleh para pihak; 

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan 

permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan 

pada tanggal 25 April 2025, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 

378/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 25 April 2025 agar diperiksa dan diputus 

dalam pengadilan tingkat banding; 

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 02 Mei 

2025 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak 

sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata 

Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori 

banding berserta lampirannya dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara Jakarta memutus sebagai berikut: 

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING; 

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 

378/G/2024/PTUN.JKT,  tanggal 15 April 2025; 

DENGAN MENGADILI SENDIRI 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan Batal Atau Tidak Sah Keputusan Menteri Perhubungan 

Nomor KP-PHB 370 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sanksi 

Administratif Terkait Kecelakaan Kapal Tubrukan Antara KM DAN No.1 

dan KM MAJU Pada Tanggal 19 Oktober 2023 Pukul 02.30 Wita Di 

Perairan Tanjung Layar Pulau Laut Barat Kota baru Kalimantan Selatan 

Pada Titik Koordinat 040.70,500’S/1160, 03,300’T, Tanggal 27 Juni 



Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 120/B/2025/PT.TUN.JKT. 
 

 

2024, Sebatas Atas Nama ISMAIL, Sertifikat keahlian Pelaut ANT V 

Nomor 6200347918M50516; Pencabutan Sementara untuk jangka waktu 

4 bulan; 

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Menteri 

Perhubungan Nomor KP-PHB 370 Tahun 2024 Tentang Penetapan 

Sanksi Administratif Terkait Kecelakaan Kapal Tubrukan Antara KM DAN 

No.1 dan KM MAJU Pada Tanggal 19 Oktober 2023 Pukul 02.30 Wita Di 

Perairan Tanjung Layar Pulau Laut Barat Kotabaru Kalimantan Selatan 

Pada Titik Koordinat 040.70,500’S/1160, 03,300’T, Tanggal 27 Juni 

2024, Sebatas Atas Nama ISMAIL, Sertifikat keahlian Pelaut ANT V 

Nomor 6200347918M50516; Pencabutan Sementara untuk jangka waktu 

4 bulan; 

4. Mewajibkan TERGUGAT merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat 

Penggugat seperti semula sebelum terbitnya Keputusan Menteri 

Perhubungan Nomor Kp-Phb 370 Tahun 2024 Tanggal 27 Juni 2024; 

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara 

ini. 

Atau 

Apabila Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, 

mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) 

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara 

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan; 

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding berikut 

Lampiran nya, tanggal 08 Mei 2025, pada pokoknya membantah dalil-dalil 

dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

Jakarta memutus sebagai berikut: 

MENGADILI : 

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh 

PEMBANDING; 

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 

378/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 15 April 2025; 
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3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar seluruh biaya yang timbul 

dalam perkara ini. 

Atau 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan Putusan 

yang seadil-adilnya (ex aqueo et bono). 

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara 

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan; 

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan 

memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem 

Informasi Pengadilan; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan 

terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 

378/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 15 April 2025 tersebut; 

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang 

eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai 

tenggang  waktu  pengajuan  banding sengketa a quo; 

Menimbang, bahwa Putusan diucapkan dalam persidangan yang 

terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan 

pada tanggal 15 April 2025, dan salinan putusan telah disampaikan 

kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan; 

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan 

kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum 

pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam 

sidang yang terbuka untuk umum; 

Menimbang, bahwa dalam perkara banding ini Pembanding/ 

semula Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding dan Terbanding/semula 

Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding untuk itu cukup disebut sebagai 

Pembanding dan Terbanding; 

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan 

banding pada tanggal 25 April 2025, sebagaimana tercatat dalam Akta 

Pernyataan Banding Nomor 378/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 25 April 2025 
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setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 15 April 2025 

sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 25 April 2025, maka 

permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari 

kalender sebagaimana ketentuaan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 12, Pasal 4, Peraturan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara 

Elektronik jo. I. Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk 

Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan perkara perdata, Perdata 

Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh 

karenanya permohonan banding secara formal diterima; 

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari 

dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

tingkat pertama khususnya dalil, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, 

saksi dan ahli dari para pihak, memori banding pembanding, kontra memori 

banding Terbanding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-

undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, 

menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan 

Pengadilan Tingkat Pertama; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas, 

maka menurut Majelis Hakim Banding pertimbangan hukum Putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 378/G/2024/PTUN.JKT 

tanggal 15 April 2025  sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan 

tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding  sebagai  pertimbangan  

hukumnya  dalam  memutus  sengketa  di tingkat banding, untuk singkatnya 

dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara mutatis mutandis 

pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan 

tingkat banding, dan juga setelah menelaah memori banding dari 

Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan 

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding, 
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oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut 

harus dikuatkan; 

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama 

dikuatkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding 

sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya 

perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding 

besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini; 

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana 

terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan 

dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I : 

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding; 

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 

378/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 15 April 2025 yang dimohonkan 

banding; 

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua 

tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah 

Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah); 

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan 

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari 

Rabu, tanggal 30 Juli 2025 oleh H.M. Arif Nurdu’a, S.H., M.H., sebagai 

Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan Achmad Hari Arwoko, S.H., 

M.H., dan, H. Andri Mosepa, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, 

yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara Jakarta tanggal 17 Juli 2025, putusan tersebut diucapkan 

dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui 

Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2025 oleh 

Majelis Hakim tersebut, dibantu Parulian Simarmata, S.H., M.H sebagai 
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Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa 

dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun kuasa hukumnya; 

 

 

Hakim-Hakim Anggota, 

 

                      

                      ttd 

 

  Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H. 

 

 

                       ttd 

 

    H. Andri Mosepa, S.H., M.H. 

     Hakim Ketua Majelis, 

 

 

ttd 

 

    H.M. Arif Nurdu’a, S.H., M.H. 

 

 

 

  Panitera Pengganti 

 

 

ttd 

 

 Parulian Simarmata, S.H., M.H. 

 

Rincian Biaya Perkara: 

1. Redaksi      Rp.  10.000,00 

2. Meterai        Rp.  10.000,00 

3. Biaya proses banding     Rp.230.000,00 

      Jumlah            Rp.250.000,00 

 Terbilang: (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) 

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661

Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Panitera Tingkat Banding 
Hj SITTI RAHMATIAH S.H., M.H. - 196911251992032002
Digital Signature
 
Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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